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BAB III 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  
Berdasrakan hasil penelitian serta analisis yang telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan: 

1. Bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Untuk 

Pertanian di Kepanewon Minggir Kabupaten Sleman diketahui awal 

terjadinya pelaksanaan perjanjiaan adalah ketika terjadi kesepakatan 

anatara penyewa dan yang menyewakan tanah kas desa. Karena 

kesepakatan sewa menyewa dibuat secara tertulis, sehingga sewa menyewa 

tanah kas desa dapat memiliki bukti. Dalam pelaksanaanya, warga 

Kelurahan Sendangmulyo yang melakukan Sewa Menyewa Tanah Kas 

Desa tidak serta merta melakukan pembayaran dimuka, namun dapat 

melakukan dipertangahan atau diakhir jangka waktu sewa dan semuanya 

itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Untuk jangka waktu sewa 

sendiri biasanya dihitung pertahun, mayoritas rata-rata jangka waktu sewa 

tanah pertanian di Kelurahan Sendangmulyo berkisar 1 tahun sewa. Ketika 

jangka waktu sewa hampir selesai, penyewa biasanya mempertimbangkan 

apakah akan melakukan perpanjangan sewa tanah kas desa tergantung 

dengan hasil yang didapatkan dalam kurun waktu perjanjian sewa pertama 

dilakukan, jika ingin melnjutkan sewa maka penyewa biasanya akan 

melanjutkan perpanjangan sewa setelah jangka waktu sewa selesai. 

dilaukan secara tertulis antara penyewa dan yang menyewakan.  

2. Bahwa hambatan yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas 

desa ada beberapa permasalahan atau sengketa yang biasanya terjadi dalam 

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa untuk pertanian 

secara tahunan, diantaranya yaitu penyerahan tanah kas desa yang disewa 

tidak sesuai dengan jatuh tempo dalam surat perjanjian dan keterlambatan 
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dalam pelunasan biaya sewa tanah. Terjadinya wanprestasi dikarenakan 

adanya kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan 

apa yang telah diperjanjikan seperti membayar sewa telat waktu tidak 

sesuai dengan perjanjian. Kemudian  untuk mengatasi permasalahan atau 

sengketa tersebut di Kelurahan Sendangmulyo salah satunya dengan 

musyawarah atau kekeluargaan dari kedua belah pihak dan juga dengan 

cara mediasi atau melibatkan pihak ketiga sebagai mediator apabila 

sengketa yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah 

secara kekeluargaan. 

 

B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud memberikan saran 

semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi 

masyarakat maupun bagi penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menghindari terulangnya permasalahan wanprestasi, penting 

bagi pihak Pemerintahan Kelurahan Sendangmulyo, Kapanewon 

Minggir untuk membuat peraturan yang mengatur berbagai jenis 

perjanjian dalam masyarakat untuk menjadi landasan hukum jika 

terjadi sengketa, pemerintah Kapanewon mempunyai dasar atau 

landasan dalam penyelesaian perkara-perkara yang timbul akibat 

perjanjian sewa menyewa tanah kas desa untuk pertanian secara 

tahunan maupun perjanjian lainnya. 

2. Terkait masalah wanprestasi, ada baiknya Pemerintah Kelurahan 

Sendangmulyo, Kapanewon Minggirmelakukan sosialisasi kepada 

warganya tentang peraturan-peraturan yang telah disepaki di dalam 

sewa menyewa tanah kas desa, hal tersebut merupakan langkah 

pencegahan terhadap kejadian wanprestasi di masa-masa yang akan 

datang.  
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